
I SAUNAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 227 TAHUN 2015

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 20 I 1
telah diatur mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari,
dalam dan ke instansi di luar Pcmcrintah Provinsi DacrZlh
Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dengan adanya pcrkembangan kondisi saat mi, Perarurnn
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a pcrlu
disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Gubernur ten tang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;

dimaksucl
PeraLuran

Mengingat 1. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 temang Pcmcnmahar,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota !'legarn
Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tcmang Pembemukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcnwng I\parmur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lemang Pcmermw!lan
Daerah sebagaimana telan bebcrapa kali diubah terakhn" dcngali
Undang-Undang Namar 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomar 32 Tahun 1979 tentang Pcmbcrhcntjan
Pegawai Negeri Sipil scbagairnana Lelah beberapa kali c1iubah
terakhir dengan Peraturan Pcmcrintah NomoI' 19 Tahun 2013;



Menetapkan
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6. Peraturan Pemerintah NomoI' 97 Tahun 2000 ten tang Formasi
Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentrmg Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dcng,m
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tcntang Wc\\'cnang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pcmberhentian Pegmn,i Negcri
Sipil sebagaimana tclah diu bah dengan Peraturan PemerintClh
NomoI' 63 Tahun 2009;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAI-IAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang climaksucl dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,Jakana )'i1l1g

selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur d,m
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelcnggara pemerinlah'lll
Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerclil !(!1usus
Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Dacrah Provinsi Dacrah
Khusus Ibul<ota Jakart,,,

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disll1gkat PNS adabh
Warga Negara Indonesia yang memenuhi svaral tencnnL
diangkat sebagai Pegawai Aparatur SipiI Negara sccma rCiilp
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unluk mcnduclul<I .I8batan
pemerintahan.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnY8 c!Jsingkal BJ<D
adalah Badan Kepegawaian Daerah PrO\-inSl Daerah Khusu»
Ibukota Jakarta.

7. Satuan Kerja Per8ngkat Daerah yang se18njutnya clisingkat
SKPD aclalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah Provinsi Dacrah
Khusus Ibukota Jakana.
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8. Unit Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjumya disll1gkm U/(PD
adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

9. Pegawai Pindahan aclalah

a. PNS Pemerintah Dacrah yang mclakukan pinclah tugas kc
Instansi Lain;

b. PNS Instansi Lain yang melakukan pindah tugas kc
Pemerintah Daerah; atau

c. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas cli
lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Pegawai Titipan adalah :

a. PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan kc Instansi Lain
untuk jangka waktu tertentu; atau

b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Daenlh
1..1nt1..1k jangka wakt1..1 tertent1..1.

11. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya clisebut formasi
adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperiukiln
dalam s1..1at1..1 satuan orgalllsasi negara untuk 1ll,11l1pU
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu lertCnlu.

BAB II

PERPINDAHAN/ MUTASI PNS KE DAN DAR!
PEMERINTAH DAERAH

B~1gi8n Kesatu

Perpindahan/ MUlasi PNS clari Inswnsi Lam
kc Pemerinrah Dacrah

Paragraf 1

Pcrsyaratan

Pasal 2

Penerimaan PNS pinclahan/mutasi dan Instansi Lain kc PClllcriIll:lh
Daerah dilakukan secara selektif sesuai dengan kcbutuhan PClll<::rinul1
Daerah berdasarkan formasi jabatan pacla SKPD / UKPD.

Pasa13

(1) PNS dari Instansl Lain yang mcngaJukan pcmlOhonan pmcicth/
m1..1tasi ke Pemcrintah Dacrah sckurang-kurangnVct harus lllcmClluhl
persyaratan sebagai berikul :

a. alasan pinclah/mutasl, ye.kl1l :

1. mengikuli penugasan suallli/islri eli \\'iiaYilll PCI1lCnnr.i11
Daerah yang clibuktikDIl c1engDn Sural ](cputusan pcnugn,;un
suami/istri clari instansi yang bcrsangkutan;
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2. mengikuti atau mengurus orang tua yang suclah luaj
lansiajsepuhjsakil yang berlcmpat linggal eli Pcmerinlah
Daerah yang elibuklikan dengan !\:arlu Tanela Pcneluelllk,
Kartu Keluarga elan Surat Kelerangan Domisili elari tingkat
Kelurahan; elan

3. mengurus atau melanjulkan harta wansanjusaha Y'ang ael'l
eli wilayah Pemerintah Daerah dari omng lua yang bertempat
tinggal eli wilayah Pemerintah Daerah \'ang elibuklik'll1
dengan Karlu Tancia Penciuduk, ](artu I(eluarga, Surat
Keterangan Domisili elari tingkat I(elurahan elan surat
waris ciari Pejabat yang berwenang.

b. memiliki masa kerja palmg sedikil 2 (dua) laI1un clan (l:l:th
berstatus PNS;

e. mengajukan permohomm pindah/mutasi seeara t.erlulIs kepncl<l
Gubernur;

d. permohonan pinelah/mutasi elisetujul seem'a lertulis ol<'h
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;

e. tidal< sedang elalam proses penjatuhan alau seclang menjabni
hukuman elisiplin yang elinyalakan elengan surm ketcrElIlgan
dari Pejabat Pembina j(epegawaian Inslansi Asal;

f. tidak sedang menjalankan tugas belajar \'ang dinvawknn
dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawainn
Instansi Asa!;

g. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyeiesaikem
tugas belajar atau ikatan elinas yang dinyatakan c!eng<tn
surat keterangan clari Pejabat Pembina I(epcgawaian In;;!.;mSI
Asal;

h. memiliki usia elan pangkat paling linggi seb8gai berikllt .

1. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata (!If/c) un1.uk form"si
jabatan fungsion81 umum.

2. 45 (em pat puluh lima) whun, Penata Tmgkal I (II!! el) lmu I"
formasi jabalan fungsional tencnlU, kceuaii ,Fl!xHdn
fungsianal tcrtcnlu clakter spcslalis, guru dan cioscn

3. 55 (lima puluh lima) lahun, Pembina Tingkm i (IV/b) l.lntu\,
formasi jabatan fungsional dokler ,;pesialis, guru ci,m
dasen.

1. memiliki kOlnpetcnsi pcngctal1uan) kctcr~-lITlpilZln (LID
integritas yang dipcrsy8ratall Pcnlerintall Oacnlh;

J. mengikuti selcksi perpmdahan/ mUlasi PNS ,'ang cliJakscl1l'lk<11l
oleh Pemerintah Dacrah; clc,n

k. semua unsur penilaian prcstasi kerja sekurang-kuranglw'l
bernilai baik sclame, 2 (dua) tahun lcrakhir.
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(2) Persyaratan sebagaimana c1imaksucl pacla anH (1) c1apaL
diabaikan apabila perpindahanjmutasi PNS clari fnstansi Lain
ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan
Pemelintah Daerah sesuai c1engan formasi jabawn pada
SKPDjUKPD c1engan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah.

Paragraf 2

Mekanismc

Pasal 4

(l) PNS Instansi Lain yang akan mengajukan pcrmohonan pindall;'
mutasi ke Pcmet"intah Daerah harus mengikuli lllckanismc
se bagai beriku t :

a. mengajukan permohonan pindahjmut8si seeara tenulis
kepada Gubernur yang disetujui oleh Pcjabat Pembina
Kepegawaian Instansi AsaI, dengan melampirkan kelengkapan
berkas:

1. fotakapi seluruh ijazah yang dilegalisir;

2. fatakopi keputusan pengangkatan CPNS, kCPUU.ls:ln
pengangkatan PNS, kcputusan pangkm tcrakhir, kejJutusan
jabatanjpenugasan tcrakhir yang c1ilcgalisir dim J,artu
Pegawai;

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akle
Nikah;

4. fotokopi sertifikal pencliclikan dan pelatih'll1 keclinasiln;
dan

5. dokumen sebagaimana climaksucl dalam Pased 3 aVa! \))
huruf a, huruf e, huruf f, huruf g clan huruf k.

b. berdasarkan c10kumen y,\l1g disampaikan oleh PNS pClllohon
sebagaimana c1illlaksuc! daIalll huruf a serla clcngan
mempertimbangkan forlllasi kebutuhan PNS pacla SKPDjUI';PD,
SKD dan tim yang ditugaskan melakukan se!eksi acllllinislrasi;

c. PNS pemohon pindahanjmUlasl yang Iulus selcksi <:tClministrnsl
dipanggil untuk mengikuti tes kompetenSl yang clilakukdn
SKD danjatau tim yang ditugaskan;

d. PNS pcmohon pindahanjmutasi :vang c1!11vatakan lulus ics
kompctensi dibcrikan rekomcnclasijjawaban unluk pind,lhj
mutasi kc Pemcrintah Daerah dan c1iproses sesuai kctcnll.Wn
peraturan perunclang-undangan;

e. PNS pemohon yang dinyatakan lidak iuilJS ~<;1L:LSl

adn1inistrasi dibcrike.n suraL ja\\'abnn dEl.ri PCITlcrinLlh

Daerah yang ditnndatanganl Kcpalc\ BKD etlC:iS I1Cllli,::

Gubcrnur;
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f. hasil selcksi aclministrasi diumumkan sccara tcrbuko. mc1alw
website dan/atau melalui meclia lainnya serta clilaporkan
kepada Gubernur sccara tcrtulis;

g. seluruh dokul11en perl11ohonan pindah/mutasi PNS I11cnjadi
milik Pemerintah Daerah baik yang clinyatakan lulus
maupun yang clinyatakan ticlak lulus;

h. PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus clapat I11cngajuknn
permohonan dan mengikuti sclcksi pindah/mutasi sctclah
1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus; dan

1. setiap PNS dari Instansi Lain yang mel11enuhi persvaratnn
sebagaimana climaksuel elalam Pasal J ayat (1) hanva
diperkenankan mengajukan permohonan clan mengikuti
seleksi pindah/mutasi sebanyak 3 (liga) kali dan c1al<1111
jangka waklu 3 (tiga) tahun.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksucl pacla avat (1) clapat
diabaikan apabila perpinclahan/mutasi PNS clari Instansl U.in
ke Pemerintah Daerah clilakukan berclasarkan kebutulHln
Pemerintah Daerah sesuat clengan formasi jabatan jXlrla
SKPD/UKPD dengan kebijakan Pejabat Peml}ina J(epega\\·<tian
Daerah.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 5

(1) PNS Instansi Lain yang mcngajukan pcrmohonan pinclah/l11utasi
ke Pemcrintah Dacrah wajib mcngikuti talnpan selcksi :

a. seleksi administrasi; clan
b. tes kompetensi.

(2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pack. avat (1) clapat
ditambah atau clisesuaikan dcngan kebutuhan, clcngan tetnp
berdasarkan prinsip objcktif, transparan clan akuntabel.

(3) Penyesuaian sebagaimana dil11aksuc! pael" HVi\t (2) clitetupkan
dengan J(eputusan C;ubcrnuc atau pcjabat \'~\l1g clitlln.luk.

Pasa1 6

(1) Seleksi administrasi elilaksanakan untuk mcncliti clan l11emcriksa :

a. kclengkapan clan keabsahan persyaralan yang c]i;\.Iukan okh
PNS pemohon pindah/muwsi ke Pemenntah Daerah; eLm

b. kesesuaian. antara kualifikasJ pcndiclikan formal, pengalam~m

penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kccliliasan
PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerimah Daerah clcngan
kebutuhan formasi jabatan eli SKPD/UKPD.
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(2) PNS pemohon pindah/ mutasi ke Pemennt.ah Dacral1 y:mg
dinyatakan lulus seleksi adminislrasi adalah yang clokullll'n
persyaratannya lengkap dan sah serra memiliki kualifiknsi
pendidikan formal, pcngalaman penugasan clan/ alnu pendidiknn
dan pelatihan kedinasan scsuai dengan kcbutuhan formasi
jabatan di SKPD/UKPD.

(3) PNS pemohon pinclah/llluLasi kc P<"mcl"lntah Dacrnh y:mg
dinyatakan ticlak Iulus scleksi adminislrasi Clcl:l1nh ~'ang c1okulllC.'l1
persyaratannya ticlak Icngkap clan/ai-au tidak sail serta mcmiliki
kualifikasi pendidikan formal, pengalaman pcnugasan c1an/atnu
pendidikan dan pclo.tihan kedinasan tidak sesual c1cng:w
kebutuhan formasi jabatan di SKPDjUKPD,

(4) PNS pemohon pinclah/mutasi ke Pemcrintah Daerah yang
dinyatakan lulus sclcksi aclministrasi mcnglkuti tes kOlllpt'tcnsi
dan yang tidak lulus clinyatakan gugur cI"n tidak bcrll:1k
mengikuti tes kompetensi.

Pasal 7

(1) Tes kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon pindah/mutasi
ke Pemerintah Daerah yang clinyatakan lulus sdcksi aclminislrasi.

(2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksucl IXlcla a~·,1t (I), rnelipwl

a. tes kompetensi dasar; clan

b, tes kompetensi biclang.

(3) Tes kompetensi clasar clilaksanakan untuk mcngctahui tingkm
kompetensi manajerial.

(4) Tes kompetensi biclang c1ilaksanakan untuk mCllgelnhui lingk:!t.
kompetensi substansi sesum kualifilwsi pcncliciikan 1"0 rill: Ii ,
pengalaman penugasan clan/ atau pcncllcl ikal1 clan pt::!nt ili"l1
keclinasan.

(5) Tes kompetensi c1asar cl8n tes kompetcnsi biclang mcrupakan
satu kesatuan untuk mencntukan kclulusan.

(6) Hasil tcs kompctcnsi sebagaimana c1imaksuci p~icla a\'at (2), aHlt (3)
clan ayat (4) cliumumknn secara tcrbuka mclalui website dan/~lt:m

meclia lainnya serta clilaporkan kcpacla Gubcmur secara trTlulis.

(7) PNS pemohon pinclah/mutasi ke Pemenl1lah Dacmh yang
dinyatakan lulus les kompclensi dirckomenciasil<an untuk
pindah/mutasi ke Pemerintah Dacrah clan cliproses sesual
ketentuan perat.uran pcrunclang-undangan.

(8) PNS pcmohon pincl"h/ l11masi ke PCl11Cril118h Dacrah .,·"ng
clinyatakan tidal< iulus tes kompet.cnsi OtOll'J<ltis gugur ([nl1 tlr!;',l<
clirekomendasikan untuk pinciah/mul8si !<c f'ClTIer;nt"ll DmTill1.
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Pasai 8

(I) Materi seleksi adll1inislrasi, melipuli ;

a. surat permohonan dan clokull1en kelengkapan persyaratannya;
dan

b. kebutuhan formasi jabatan SKPO/UI<PO.

(2) Materi tes kompclensi clasar dCin tes IWll1pclcnsi blc'l;lng
disesuaikan dengan kebutuhan bcrdasarkan stanclar akaclcmik

Pasal 9

(1) Seleksi administrasi clan tes kompetensi c1ilaksanakan oleh BI<O,

(2) Oalam pelaksanaan sclcksl administrasl, 81,0 mcmbcnt uk 11111

seleksi meliputi unsur :

a. Inspektorat;
b. 8KO;
c. Badan Penclidikan clan Peiatihan;
d. Biro Organisasi clan Refonnasi Birokrasi; clan
e. Biro Hukum,

(3) Dalam pelaksanaan lCS kompetcnsi, 81\0 ll1CmbCllluk tim scleksi
meliputi unsur :

a. Akademisi; dan

b. SKPO/UKPO terkait apabila diperlukan scsuai kcbutuhan,

Pasal 10

(1) BKO memproses I<eputusan Gubcmur tenlang pcncl<lJxm PNS
pindahan/mutasi clari lnstansi Lain ke Pcmennt8h Oacrah \ <1ng
telah dinyatakan lulus lCS kompetensi.

(2) Setelah penetapan sebagaimana c1imaksud p8c1a ayat 11 J 1J1,0
memproses penempatnn/penugas8n PNS pinclahan/ll1ulasi p,',c1n
SKPO /UKPD sesuai dengan formasi jabalan \'ang acla,

Bagian l'edua

Perpindahan/Mutasi PNS dari Pemcrint<lh OaCl'rtn kc instansi Lnin

Pan:tgraf 1

Pel"syarau1n

Pased I 1.

PNS Pemerintah O"crid', cl:qx\l mcngajuJmn pcrmo!ion'ln pincl~lh/

mutasi ke instansi Lain sesuai dcngan kebulLihan Hmg iXTs;,wgkulan
dan sesuai dengan kClcntual1 jJuaturan perunclang-unridl1g,m
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pasai 12

(1) PNS Pemerintah Daerah yang mcngaJukan pCrll1oJ10nan
pindah/ mutasi kc Inslansi Lain sekurang-kurangnya harlls
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. alasan pindah/mutasi, yakni :

1. mengikuti pcnugasan suami/istri eli luar
dibuktikan elengan Surar. Kcpullisan
suami/islri dari Inlansi yang bcrsangkLllan;

Dacrah \'DI1<T. b

pen UgH S; \n

2, mengikuti atau mengurus orang t.ua ~"ang suclnh
tua/lansia/sepuh/sakit yang bertell1pat tinggal eli lum
Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pcncluduk,
I<artu Keluarga dan Surat I<cterangan Domisili dari tingkat.
I<elurahan; dan

3. mengurus atau melanjutkan harta lI'arisan/usaha \'<lng
ada di luar Daerah dari orang tua yang bcrtempat tinggal di
wilayah tersebut yang dibuktikan dcngan Karlll Tnnda
Penduduk, Kartu I<eluarga, Surat Kelcrangan Oomisiii dari
tingkat I<elurahan dan surat waris dari pejabat yang
berwenang,

b. memiliki masa kcrja paling sedikit 2 (elua) tnhun elan lcl:1h
berstatus PNS;

e. mengajukan permohonan pindah/ll1ulasi seear" \crlulis
kepada Gubernllr clan Gubernur Il1Cl1vctujui permohonan
tersebut;

d. mengajukan pcrmohonan pindah/mulasi I<cpaela PcpiJal
Pembina Kepegawaian lnslansi Lam yang ciiluju clem disclujui
oleh Kepala 81,0 alas nama Gubemur;

e, tidak sedang dalam proses penjatuhan alau ;;cclang mCl1j::tlani
hukuman disiplin cli SKPO/UKPO yang clinnllakan dcng:"111
surat ketcrangan dari Kcpala S!,PO / UKPO )'nng
bersangku tan;

f. tidak sedang mcnjalanlwn tugas belajnr ~'ang dinvalakan
dengan sural kcterangan dari Kepnb SKPO / UKPO ya ng
bersangkutan; dan

g. tidak sedang menjalankan wajib I.ugas poska mcnvcicsalkan
tugas belajar atau ikatan dinas vang dinvatakan c!cngan surar
keterangan dari Kepa!a Badan Pendiclikan clan Pelatihan

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksucl pada m·at. (1) clil})m
diabaikan apabila perpinclahan/mutasi PNS Pcmcrinl8h Dacrnh
ke Instansi Lain ,aclaiah atas kebutuhan dan pcrminL::ian fnst.:\si
Lain yang dituju.
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Paragral2

Mekanisme

PasEd 13

(1) PNS Pemerintah Oaerah yang akan mcngajukan permohoniln
pindah/mutasi ke Instansi Lain hams mcngikuti mckanismc
sebagai berikut ;

a. mengajukan permohonan pinctah/ mutasl sccara te!'lulls
kepada Gubernur yang disetujui oleh Kcpala SKPO/UKPO
yang bersangkutan, dengan mclampirkan kelcngkapan berkas ;

1. fotokopi seluruh ijazah yang elilegalisir;

2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, kCplllusnn
pengangkatan PNS, kcpulusan pnngkLn lcrakhlr,
keputusan jabatan/penugasan lerakhir :,'8ng elilcgalislr cI:ln
Kartu Pegawai;

3. fotokopi Karlu Tanela Pcnelucluku, Kartu I\cluarga elan /\ktc
Nikah;

4. fotokopi scrlirikal penclic1ikan clan pclalihan kcclinas8n; cJnn

5. dokumcn scbagaimana c1imaksuel elalam P<JsaI i 2 m·nt (11
huruf a, huruf c, huruf el, huruf e, hurui f clan huruf g.

b. Setelah mcnelapat elisposisi elari Gubcrnur, berelasarkiln
dokumen yang elisampaikan olch PNS Pcmcrintah Oacrah
sebagaimana elimaksuel elalam huruf :1, BI\O mclakuk,.ln
seleksi administrasi berkoorelinasi dcngan Inspcklorat;

c. PNS Pemcrinlah Oacrah yang din:;atakan lulus sckksl
aelministrasi elibcrikan rckomcnelasi/ja\\'aban untuk cl;1pm
pindah/mutasi elan disampaikan kcpacia ~·an." bcrsangklltnn
melalui surat tcrtulis Kcpala BKO atas nama Gllbcrnur;

d. PNS Pcmcrintah Oacrah sctclah mcnCrIma rekomcnc\nsi,l
jawaban tcrscbul elalam huruf e mcmbuat :>ural pcrmohonan
pindah/mutasi kcpada Jnstansi Lain \'Ling clikcwhui oich
Kepala BKO alas nama Gubernl.lr; clan

e. Penetapan pinclah/ml.llasi cletri Pcmcnnlah Dacrzill kc
Instansi Lain sceara sab elilclapkan C\;,I"\ c1ikciwlrkal1 dnri
buku bcsar kcpcgm':aian Pcmcrinlah Oner:dl clilal,s;1I1:1k:ln
setelah Pemerintah Dacrah mencril1la !.;cputus<Jtl Plllc!:\!"I/
mutasi yang bcrsangkutan dari Instansl Liull.

(2) Mekanisme sebagaimarJa dimal<suc! pada aV;1l (1) clapal d!ahaikim
apabila perpindahan/murasi ?NS PCl1leril1lali Dacrah ke fnsl;ll1si
Lain dilakukan berc!asarKan i<cbutuhan dan pCrl1l111lClan lnsL<:lnsi
Lain yang dituju.
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P8ragr8.f 3

Scicksi

Pasal 14

(1) PNS Pemcrintah Darrah yang mengajukan pCI'mohonan pinelnll/
mutasi kc Instansi Lain \\'ajib mclalui SClekSI ;;elministmsi.

(2) Sclcksi aelministrasi c1ilaksanakan untuk mcneliti dan mcmrnks'l
kclengkapan dan keabsnhan pcrsyaratan v<-1ng c1iajuknn oich PNS
Pemerinrah Dacrah.

(3) PNS Pcmcrintah Dacrah yang dinyatnkan lulus sclcksl
administrasi aclalah yang c10kumcn pcrs~'aratannya lcngkap cl<lll
sah.

(4) PNS Pemerintah Dacrah yang dinyatak<-1n ricl<-1k lulus selcksi
administrasi aclalah y<-1ng dokumen pcrsyaratannva tidak Icngkap
dan/atau tidak sah.

(5) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh BKD berkoorclin'lsi
dengan Inspektorat.

BAB III

PERPINDAHAN/MUTASI PNS ANTAR SKPD/U1'PD r~MERINT.I\H

DAERAH

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Perpindahan/mutasi PNS Pemcrintah Dacrah antm 81'1'O/UI,1'D
dilakukan sesuai dengan keb~ltuhan Pemcrinl.'lh Dacrah bcrclasarkan
formasi jabatan pada SKPD /U]'1'D.

Pasal 16

(1) Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Dacrah antar SJ\PD/U],1'D
dilaksanakan atas :

a. I<ebijakan Pcmerintah Dacrah; c1an/mau

b. Permohonan PNS yang bersangkuLan.

(2) Perpindahan/mutasi PNS Pemcrintah Dacrah antar SKPD/Ul,PD
berdasarkan kebijakan Pcmenntah Dacrah scbagall1i,ma
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan c1alam rangka .

a. pcndistribusian pcga\\'Gl dari SI\PD / UI\PD Vimi' mcmtlik! PNS
lebih ke SKPD/Ul,PD :,'ang kekurangan 1'NS bercL,s<lrl,un
formasi jabatan pada SKPD/UK1'D;
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b. penugasan/ pCnCl11pClLan ulang PNS scsuai clcngan kOl11pCLCnSI
pengetahuan, kCLcral11pilan clan inLcgritns bcrdasPlrkan r01'll1'ISi
jabatan pada SKPD/UI(PD;

c. penguatan clan pcrccpaLan pelaksanaan pebvanan prioriL'ls/
unggulan pacla SKPD/UKPD tcrtentu;

d. pembinaan (penvcgaran, peningkatan clisiplin, pcngcl11bangnn
kompetensi, pcrluasan wawasan) PNS;

e. penempatan/ pcnugasan PNS scsuai ciengan clomisili;

f. penataan organisasi perangkat claerah; clan/atau

g. pelaksanaan larangan beberapa pcncl11patan PNS
mempunyai hubungan keluarga pacla satu SI(PD/UKPD.

V£l.n o
. '"

(3) Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah DacrClh anLar SKPD/UJ,PD
atas permohonan PNS sebagaimana c1imaksucl paclCl a,'<.Jl (1)

huruf b clapat clisctujui apabila :

a. SKPD/UKPD yang cliluju mcmbuluhkan SCSUi\1 ckng,.ln
formasi jabatan;

b. SKPD/UKPD used menyetujui permohonan pincl;lhjll1lll"SI
PNS; dan

c. Sesuai dcngan kcbijakan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksucl pacla nyat (2).

Paragrar 2

Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan PNS Pcmcrintah Daerah yang c1ipinclnhkanjclimutasikan
an tar SKPD / UKPD bcrdasarkan kcbijakan Pcmcrimah D,J('rnll,
disesuaikan dengan latar bclaJ<ang dan tujuan kcbijakCln pcmincl,111'ln/
pemutasian PNS sebagaimClna climaksucl clalam Pasa! It) ay'll (.2).

Pasal 18

PNS Pemerintah Dacrah vang mcngl1Jukan pcrmohonill1
pindah/mutasi antar SKPD/UKPD sckul'ang-kurangl1\'i! h'll'US
memenuhi persyaratan sebagai beriklll .

a. memiliki masa kcrjc' paling scdikil 2 [dua) Lilhun p"cln
SKPD/UKPD Asal clan ':cll1h bcrsJalus PNS;

b. mengajukan permO[10nan pmclahj mutn"i ;,;ecan", lCrLlllis

kepacla Kepal!', 3KPDjUKPD /\sili clan disctll,llli;

c. mcngajukan pcrmohonan pinclQhj mUl.ISI sccar;·, lc'rt ulis
kepada I<cjJQla Sr,PD/UKPD yang c1iLujll:
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tidak sedang drtlam proses pcnjatuhan
menjalani hukuman clisiplin yang clinyarakan
keterangan clari Pimpinan SI,PD / UI,PD i\sal;

i:Hat.1 scdang
clengan surat

e, tidak sedang mcnjalankan tugas belapr \'ang clinvaWI«.ln
dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal;

f. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska mcn~'clcsf\ikan

tugas bclajar atau ikatan dinas vang dinvatakan c1cngan
surat keterangan dari Pimpinan SKPD / UI,PD i\sal;

g. mcmiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) rahun dun
pangkat·paling tinggi Pembina (IV/a); clan

h. semua unsur pcnilaian prestasi kcrja sc!,urang-kurangn\'a
bernilai baik sclama 2 (clua) tahun rerakhir

Paragraf 3

Mckanismc

Pasal J9

(1) PNS Pemerintah Dacrah yang mcngaJukan pcnnohonan
pindah/mutasi antar SKPD/UKPD harus mcngikuli mckanismc
sebagai beriku t :

a. mengajukan pcrmohonan pindah/ mutasi seC:1ra tcrtulis
kepada Kepala SKPD/UKPD Asal clan c1iselujui;

b. mengajukan permohonan pindah/ mutasi sccara lcrlulis
kepada Kepala SKPD/UKPD yang clilujll c1engan I11cl:llnpirk:m
kelengkapan berkas :

1. fotokopi scluruh ijazah yang cliiegalislr;

2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, kcputus:m
pcnganglmtan PNS, keputusan pnngk:1t lcrakhir. I,artu
Pegawai clan kcpulusan jabat:lIl/pcnllgnsiln t{'rnkhir
yang dilcgalisir;

3, fotokopi Kartu Tancla Pcnclucluk, Karlu Kcluarg:', clan
Akte Nikah;

4. fotokopi sertifikat pcndiclikan clan pclalihan kcclinasan;
dan.

5. clokumcn sebl1gaimana c1imaksuci ci,lIl1!l1 P"sal 18 hUl'uf d,
huruf e, huruf f, clan hurur h.

C. Setelah mencrima pcnnohonan pmclahj mUte1S1 lersel)ut
pada huruf b, SKPD/Ul';PD vang dituju melakulmn sclcksi/
penelitian/ analisa sesuc,i c1cngan kcbijakan SKPD /Ul,PD
yang bersangkutan dengan mempcrtimbangkan formasi
jabatan clan mem\.lluskan c1isetujui aLau c1itulak;
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d. Penerimaan aLau pcnolakan dari SI~PDjUI~PD vang diLuju
disampaikan secara LerLulis kepada PNS ~'ang meng8.1ukan
permohonan;

e. PNS yang pcrmohonan pinclahj mUlasin~'a disdujuJ okh
SKPDjUKPD yang diLuju mengajukan permohonan pindnhj
mutasi kepacla Gubernur u.p Kepala BKD. clcng;JJl
melampirkan kelcngkapan clokumen .

1. Surat persetujuan dari SKPD j UKPD Asal;

2. Surat pcncrimaan dari SKPD / UKPD yang dituju; clan

3. Dokumcn sebagaimana dimaksucl dalam huruf b.

f. BKD berkoordinasi dengan InspcktornL melakukan sclcksJ/
penelitianj analisa administrasi tcrhaciap pcrmohon'111
pindahjmutasi PNS dan memuLuskan pcrmohonnn
pindahjmutasi eliscLujui awu c1iLoiak yang clisampaikan
secara tertulis kcpada PNS pcmohon; clan

g. BKD memproses penetapan clan pcncll1patnn pinclahj mulasi
PNS yang permohonannya clisetujui.

(2) Mekanisme sebagaimana climaksud pacln ;wat 11) hurul ;., (I"n
huruf b dapat clibalik urutannya yakni bis8 huruf d khih
dahulu dilakukan baru kcmuelian huruf b aLau scbaliklwa
huruf b yang lebih dahulu clilakukan ban.\ kcmuclian huruf n.

(3) Dalam rangka kcbutuhan tcrlcnLu clan m(-:nclcs;lk
SKPDjUKPD yang mcmbutuhkan PNS t.ambClhan 11ll1uk
jumlah lebih elari 10 (sepuluh) orung PNS SCSU;ll form;lsi
jabatan dapat melakukan pengumuman clan scicksl llllcrna!
penerimaan PNS pinclahj mutasi clan SI~PD j ur~PD lam s('lcl"h
terlebih c1ahulu melapor kepada Gubcrnur dan discl.llJUl scn<l
dikoordinasikan c1engan BKD.

Paragraf 4

ScJcksi

Pasal20

(1) PNS yang mcngajukan permohonan pinciahjmurasi ilntar
SKPD j UKPD melalui scleksijpcnclitianj analisa adminisl.rasi.

(2) Seleksijpenelitianjanalisa scb8g8ill1ana climnksuci pmia :V:81 (1)
c1ilaksanakan untuk mcncliiijrncll1eriks,l kclcngk;q1illl clan
keabsahan i.\nLara ,;urat pcrmohonan plIlclahj 1TJ11l.ilSJ cl"n
c10kumcn persyc,rawn cicngan dol<ulllcn ,'IS!I cia n 1:-11,1 n. ~''I"I II

kesesuaian antma i<ualifikasl pcncliclikan !()rmal. pcnclidiki'II',
clan pelatihan kcclinasan scrw pnlgaiarncm pcnugasan
dengan fOrm2.S1 Jabatan pada SI\PDjUI<PD \'ang cllLu.!u
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Pasal 21

Berdasarkan hasil se!eksi / penciitian / ana!isa aclministrasi y,\I1g
dilakukan, BKD c1Elpal mcnoiak permohanan pll1clah/murasl PNS
antar SKPD / UKPD bcrclasarkan pcrtimbangclll :

a. adanya hubungan ke!uarga antam PNS yang mcmahon
pindah/mutasi pacln S!(PD/UKPD ~'ang clituju;

b. permohonan pinciah/ mutasi bcrtcntangan dcngan kcbijakan
Pemerintah Dacrah ten lang pindah/muLasi PNS anlar
SKPD/UKPD;

c. permohonan pinclah/ mutasi Udak scswli c1cngan pcr~;~'nralan

pindah/mutasi anlar SKPD/UKPD scb<lgaimana c1imclksucl
da!am Pasal 18;

d. ditemukan pcmalsuan c10kumen kepcgm\'aiEln yang c1iajukan
oleh pemohon; clan

e. tidak ada kescsuaian an tara kualifikasi pcndidikan formal,
pendidikan clan pclalihan kcdinasan pCl11ohon serta
pengalaman pcnugasan dengan farmaSl jabatan pada
SKPD/UKPD yang dituju.

Pasa! 22

Materi seleksi/penelitian/analisa aclministrasi, meliputi :

a. surat pcrmohonan clan dokumen kclcngkapan pcrsyarat<lnll\'a;

b. dokumen kcpegawaian iainnya clan pcmall0n \"ing
men unjukkan kualifikasi pcndidikan form'll. pcnclidikan dnn
pclatihan kcclinasan pcmohon scrla pcngalaman penug"s'ln
dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD yang dituju; clan

c. formasijabatan SKPD/UKPD yang c1ituju.

Pasal23

(1) Scleksi/pcnclitlanjanalise, aciminlstrasi clilaksilnakan ok!1
BKD.

(2) Dalam pelaksan88n scleksi/ pcnclitian j analisa aclmi n ism1si.
BKD mcmbcntuk tim sclcksl mcllputi unSU1' :

a. Inspcktorat;
b. BKD;
c. Badan Pcnclidikan dan Pclarihan;
d. Biro Organisasi dan Reformasi Birokr<'lsi; clan
e. Biro Hukum.
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BABIV

PNS TITIPAN

Bagian Kesalu

Titipan PNS clari Inslansi Lain kc Pcmcrintah Dacrah

Para"raf 1b

Persyaratan

Pasal 24

(1) PNS dari Instansi
Pemerintah Dacrah
berikut :

Lain yang akan
hanls memenuhi

mcnjacli llupnn kc
pcrsynratan SCbl"-lgai

a. telah berslalus PNS;

b. mengajukan permohonan tertulis sebagai PNS TiLipan
kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang disetujui oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian alau Pejabat ~'<-Ing

berwenang Instansi Asal;

c. tidak sedang dalal11 proses penjaLuhan alau scci:lng
menjalani hukuman disiplin "ang dlll\'illflk"n (kng:lI1
surat kcterangan clari Pejabal Pembina h:epcgall'<IiHn ;I\"U
Pejabat yang bcr\\'enang InsLansi Asal;

d. tidak sedang menjalankan tugas belajar ~'<Ing dinyiIl.ilkan
dengan surat keterangan clari Pejabat Pembina Kcpcg3\\'ilian
ata1..l Pejabat yang berwenang Instansi Asal; clan

e. tidak scciang menjalankan \\'aiib Lugas pask~'1

menyelcsaikan tugas bclajar atmI Ikatan dinas V~l\1g

dinyatakan dengan surat keteranga n clem Pcjalm t
Pembina Kcpega\\'aian atau Pcjabnt ynng bcr\\'cnang
lnstansi Asal.

(2) Alasan yang bisa ciipcrgunakan unt1..lk mcngaJ\.tlmn permohonan
sebagai PNS titipan dari PNS Instansi Lain ke Pcmeriniah
Daerah adalah hanya karen a mengikuti penug:lSHnj pcncl11pman
s1..lamijistri di wilayah Pemerintah Daerah.

(3) Pen1..lgasanjpenel11patan sual11ijisITi sCb;q;:IIIll"IJ<i dil1lilkslicl
pada ayat (2) meliputi pcn1..lgasanjptncrnpawn pacla Inst<'llsi
Lain yakni :

a. Lembaga Negara;
b. Kementerian;
c. Lembaga Pemerintah Non Kemcnterian,
d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Kepolisian Rcpublik Indonesia;
f. Kantor PengiJubung Pmvinsi/l,alJup;,ll'n/ KOla di .Jaknnii;
g. BUMN;
h. BUMD;
i. Perusahaan 3wasla kualif'ikasi !TJcnengnl't clan besnr, elilI'
j. Organisasi ImernasLOnal yang diakui PBB.

(4) lnstansi Lain scbagaimana climaksucl pacia :l\ai (31 hal'\.IS
berdomisili dan bcrkantor eli wilavah Provinsi DKJ ,Jakarta.
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Paragra[ 2

Jangka Waktu

Pasal25

Jangka waktu PNS Titipan pacla Pemerintah Daerah selama 1 (satu)
tahun, tcrhitung mulai tanggal penetapan/pencatatan sebagai PNS
titipan clan clapat cliperpanjang sesuai kebutuhan PNS yang
bersangkutan.

o

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 26

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjacli PNS
Titipan pacla Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme
sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan menjacli PNS Titipan pacla
Pemerintah Daerah secara tertulis kepacla Instansi Asai clan
clisetujui;

b. mengajukan permohonan menjacli PNS Titipan pacla
Pemerintah Daerah secara tertulis kepacla Gubernur cleng,m
melampirkan kclcngkapan berkas :

1. [otokopi seluruh ijazah yang clilegalisir;

2. [otokopi keputusan CPNS, kcputusan PNS,
pangkat terakhir, Kartu Pegawai clan
jabatan/penugasan terakhir yang ciilcgallsir;

kcpulusan
kCpuIusun

3. [otokopi Kartu Tanda Penclucluk, Karlu l\cluarga clan /\ktc
Nikah;

4. [otokopi Kcputusan penugas<,nj pcncmpatan suaml/lst]";.
dari yang dilclapkan olch Pejabat ~'~lns bCn\Tn~,ng dUnt

Pimpinan Perusahaan >"ang berwcnnng p;.1cl("l InStallS] L,-l"lrl

tempat suamijislri bcrlugas/bckc!ja .':,·,ng dilegaiisrr; clan

5. [otokopi sertifikal pencliclikan dan pclatihan keclinasan; clan
dokumen sebagaiman,.. dimaksud clalam Pased 24 ayat (1)
huru[ c, huruf d, clan huruf e.

c. Setelah menerirna permohonan mcnjadi PNS Titipzm l.erSC!>\H

pada huru[ b, BI,D melakukan scleksijpcnclilianjanallsa
administrasi dengan memperlimbangkan formasi jabalan dan
memutuskan disetuJui atau ditolak;

d. Persetujuan atau penolakc,n permohonan menjacli PNS Titipan
dari Pemerintah Daerah disampaikan sccara terlulis kcpac1a
PNS pemohon oleh I\epala BKD atas name" Gubernur;
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e. PNS dari Instansi Lain yang elisetuJui scbngai PNS TitipCln okh
Pemerintah Dacrah Il1Cllgurus pro:scs pcrpinclnhflll eli Instan:si
Asal; dan

f. BKD mcmproses pcnclapan clan pcncmpat~1n PNS Titipan \"rmg
permohonannya disclujui.

Paragraf 4

Scleksi

Pasa! 27

(1) PNS dari Instansi Lain yang mengajulmn permohonan nwnjndi
PNS Titipan paela Pcmerintah Daerah meialui scleksijpcnelitianj
analisa administrasi.

(2) Seleksijpenelitianjanalisa sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menelitij memeriksa kelengkapan clan
keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS Titipan p8e1a
Pemerintah Daerah dan dokumen persyaratan dcngan dokumcn
asli dan fakta, serta kesesuaian antara kualifikasi penelieliknn
formal, penclidikan dan pclatihan kcdinasan scrla pcngalnman
penugasan dengan formasi jabatan pada SKPDjUKPD.

Pasal28

Berdasarkan hasil seleksi! penelitian! analisa ael ministrasi :1'8 ng
dilakukan, BKD dapal menolak pcrmohonan mCllpeli PNS Titipan pnela
Pemerintah Daerah berclasarkan pertimbangan :

a. permohonan pinelah! mulasi
menjadi PNS Titipan pada
dimaksud cla!am Pasa! 24; dan

tielak seSUaI
Pcmerilllah

clcngi:lrJ
Daerah

pcrs:var;'lldn
scbagnilllill18

b. ditemukan pemalsuan clokumen kepegawaian yang ciiajukan olch
pemohon.

Pasal 29

Materi seleksijpenelitianjanalisc, administrasi, mclipuli :

a. surat permohonan dan clokumen kclengkapan pcrsvaratann~'[.,

b. dokumen kcpegawaian Iainny8. clan pcmohon':rl11g rncnun.lukk'ln
kualifikasi pendielikan formal. pcnclielikan c\,I1', pCICltih:m k"clin:ls:\ll
pemohon serta pengalc.lI11C:ln pcnugasn!"i pflda InSl.i:1nSll\:-,nJ: eliU1

c. formasi jabatan SKPDjUh:PD .lang clilujU.
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Pasal 30

(1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaks<1nakan oleh BKD,

(2) Dalam pelaksanaan selcksi/ penelitian / analisa aclministrasi, BI-:D
membentuk tim selcksi meliputi unsur :

a, Inspektora t;
b, BKD;
c, Badan Penclidikan clan Pelatihan;
d, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; clan
e. Biro Hukum,

Paragrai 5

!-I'lk

Pasal 31

(1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pcmennl<1h
Daerah mempunym hak clari Pemerintah Dncrah melalul
SKPD/UKPD tempat bertugas/bekerja yang bcrsangkutan ant<1ra
lain:

a, Daftar Hadir;
b. penilaian kinerja;
c, prasarana dan sarana kerja/ tugas;
d, aktivitas pekerjaan/ tugas;
e. cuti; dan
f. kegiatan pendiclikan dan pelatihan tcrtentu,

(2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lam eli luar
sebagaimana dimaksucl pada ayat (I) menjacli tanggung j<.lwab
Instansi Asal.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal32

PNS Instansi Lain yang lllenJacli PNS Titipan pad;', Pcmcrinlah Daerilh
mempunyai kewajiban kepacla Pemerintah Daerah seb8gai berikuL ;

a. melaksanakan ketentuan jam kerja;

b, menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;

c, melaksanakan tugas yang dibenkan; dan

d, mematuhi peraturan yang berlaku di Pemenntnl', Daerah,
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Bagian Kedua

Titipan PNS Pemerintah Dacrah ke Inslansi Lain

Paragraf 1

Pcrsyaratan

Pasal33

(1) PNS Pemerintah Dacrah yang akan mcngajukan mcnjadi PNS
Titipan pada [nstansi Lain harus memenuhi pcrsyaratan scbagai
berikut :

a. telah berstatus PNS;

b. mengajukan pcrmohonan tcrtulis sebagai kepacla Cubenlur
dan disetujui;

c. tidak sedang daJam proses pcnjatuhan atau sedang mcnjalill1i
hukuman disipJin yang dinyatakan dcngan surat kelcrangan
dari SKPDjUKPD yang bersangkutan;

d. tidak sedang mcnjalankan tugas bclajar \'al1g c1invatakan
dengan surat kcterangan clari SKPD/UI,PD yang bcrsangkul:lI1;
dan

e. tidak scdang mcnj::t1ankan wajib lUgas pilska mCJl\'c!c;;alkan
tugas bclajar atau ikatan elinas yang diJl\'atakan c1cngan surat
keterangan elari SI\PDjUKPD yang bcrsangkman.

(2) AJasan yang bisa elipcrgunakan umuk mCl1g:ijukan pcrmolwl1i1n
dari PNS Pemcrinlah Dacrah mCI1Jaeli PNS Titipan pacla Inswnsi
Lain aclalah hanya karcna mcngikuti pC'nugasan / pcncmpai :.In
suamijistri cli Juar wilayah Pcmcrintah Dacr8h.

(3) Penugasanj penempatan suamij istri scbagaimana cllmaksud paela
ayat (2) meJiputi pcnugasanj pencmpatan pacla Instansi Lain v::.knl :

a. Lembaga Negara;
b. Kementcrian;
c. Lembaga Pemerintah Non Kemcnterian;
d. Tentara Nasional Indoncsia;
e. Kcpolisian Rcpublik Indoncsia;
f. BUMN;
g. BUMO;
h. Perusahaan Swasta kuaJifikasi mcncngah dan bcsar; elan
i. Organisasi InternasionaI yang eliakui PBB.

(4) Instansi Lain scbagaimana elimaksucl pada al'al (3) hmus
berdomisili elan berkanlor eli luar wilayah PrO\'ll1S1 01,1 ,Jakrlrtn.
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Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasa134

Jangka waktu PNS Pemerintah Daerah yang menjacli PNS Titipan pacla
Instansi Lain selama 1 (satu) tahun, terhitung l11ulai tanggal
penetapan/pencatatan sebagai PNS Titipan clan c1apat c1ipcrpanjl1l1g
sesuai kebutuhan PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal35

PNS Pemerintah Daerah yang I11cngajllkan pcrl11ohonan I11cnjacll PNS
Titipan pada Instansi Lain han.ls mcngikuti mekanismc scbagai bcrikut

a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada lnstansi Lain
secara tertulis kepada Gubernur yang c1iketahui dan disctujui
Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan;

b. setelah mendapat pcsetujuan clan Gubcrnur, mcngajukan
permohonan menjacli PNS Titipan kepada Pimpinan Instansi Lain
yang dituju dengan melampirkan kelcngkapan bcrkas :

1. fotokopi seluruh ijazah yang c1ilegalisir;

2. fotokopi keputusan pcngangkatan ePNS, keputusan pcngangkatan
PNS, keputusan pangkat tcrakhir, Kartu Pcga\\'ai Ci<1I1 kepllLlIsl1l1
jabatan/penugasan tcrakhir yang c1ilcgalisir;

3. fotokopi Kartu TanclCl Pcncluduk, Kariu ](c!u:lrg<l c1f1n I\krc Nikilh;

4. fotokopi Keputusan pcnug"san/ pCl1Cmp81an sliaml/lslTi dari
yang ditetapkan olch Pejabat vang bcr\\'C'nang awu Pimpll',an
Perusahaan yang bcrwcnang pacla j I1SlanSI ~ain u::mpm
suami/istri bertllgas/bekel]Ct yang ctilegaiisir, e1ftn

5. fotokopi scrtifikat pcnclidikan clan pclnlill,1I1 kcclini1s<lrJ cl::1I1
dokumcn scbagaimana climaksucl clalam 1,;,sal :,3 :ly,1l l] J hurui' (',
huruf d dan huruf c.

c. Persetujuan atall pcnolakan pcrmOhO!l<ll1 PNS PcrncrIntah D,it'l'"h
menjadi PNS Titipan pael" Instansi Lain disaJllpaikaIl sccan:t (cnulis
kepada PNS pemohon olch Kepala BKD atas nama Cubcrtlur; ci<1Il

d. BKD memproses pcrsctujuan pcrmohonan PNS F'clTlcrinlllh D<:tC.T<1h
menjadi PNS Titipan pacla inSlallSi Lain.
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Paragraf 4

Seleksi

Pasal36

(1) PNS Pemerintah Dacrah yang mcngajukan permohonan mcnj<tcli
PNS Titipan pada Instansi Lain melalui selcksi/pcnclitian/Hn~t1isa
administrasi.

(2) Seleksi/penelitian/analisa sebaglmana ciImal<suci pacla aI''It 11)
dilaksanakan untuk meneliti/mcmcriksa kclC'ngkapan clnn
keabsahan antal'a sural permohonan rncnjacli PNS Titipan pada
Instansi Lain dan dokuJl1cn persyaratan dengan dokumen ash eLm
fakta,

PasA.l 37

Berdasarkan hasil selcksi/ penelitian/ analisa aclministrasi y;111g
dilakukan, BKD dapat menolak permohonan PNS Pcmerintah Dacrah
menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain berdasarkan pertimbangan

a. permohonan menjadi PNS Titipan pacla Instansi Lain tidak scsuai
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan

b. ditemukan pemalsuan clokumcn kcpega\\',lian )'ong diajukan oleh
pemohon.

Pasal 38

Materi seleksi/ penelitian/ analisa administrasi aclabh surett permoholian
dan dokumen kelengkapan persyaratannya.

Pasa139

(1) Seleksi/penelitian/analisa aclministrasl c1ilaksanakan olch BKD

(2) Dalam pelaksanaan selcksi/penelitian/analJsa administrasl. 81(0
membentuk tim seleksi meliputi unsur :

a. Inspektorat;
b. BKO;
c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
d. Biro Organisasi clan Reformasi Birokrasi; c1cln
e. Biro HukuJl1.

?aragraf 5

Hak

rasaI40

(1) PNS Pemerintah Dacl'",h ~..m,g mcn.1mii PJlJS Til.lpnn j);·iC!.l insi:lIJsi
Lain men1punyai hak dEln 111stansi Lclin ll.rnpiJt b('rlugu:-)/b~'k('r.ia

sesuai dengan kelentuc,n \'ang dilclapkan oleh !nslcmsi Lain !cmp81
bertugas/bekerja yang bers',l1gkutan.



23

(2) Hak gaji dan tunjangan scrta hak kcpcgawaian lain eli luar
sebagaimana elimaksud pada ayat (I) menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal41

(1) PNS Pemerintah Dacrah yang menjadi PNS TiLipan pada Inslnnsi
Lain mempunyai kcwajiban terhadap Instansi Lain tcmpal
bertugas/bekerja sesuai dengan kctentuan ~'rmg clitetapkan nlch
Instansi Lain tempat bcrtugas/bekerja yang bcrsangkutan.

(2) PNS Pcmerintah Daerah yang mcnjadi PNS Tilipan pada Installsi
Lain mempunyai kewajiban Lcrhaclap Pemcrintah Dacrah scbil.l(ai
berikut :

a. mengirimkan daftar haclir \"ems ditanclatangat1l nieh atasan Diau
Pimpinan minimal Pcjabat SLruktural b~sclon Ifl;

b. mengirimkan bahan pcnilaian kincria yang clitanclatangnni oJch
atasan atau Pimpinan minimal PcjabaL StrukLul"al Esclon Ill;

c. menjaga citra Pemcl"intah Dacrah;

d. melaporkan kinelja ~'ang ditandatanganl oleh atclsDn cllilU
Pimpinan minimal PcjabaL Struktural Esclon Ill;

e. melaporkan pencapaian angka kredit bagl Pejabat Fungsional
tertentu yang clitandatangani oleh atasan atau Pimpinan
minimal Pejabat Struktural Eselon III; dan

f. melaporkan berakhirnya clan kcbutuhan pcrpanjang8n PNS
Titipan.

BAB V

KETENTUAN PERALlHAN

P8s81 42

Permohonan pcrpinclahan PNS y'ang cliajukan i>cbclum Pcrmuran
Gubernur ini berlaku pclaksana8l1 perpinclahannyr, dilaksanClIGm
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomar 111 tahun 2011.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pased 43

Pada saat Peraturan Gubcrnur mi mulai berlak1.1. PCrHluran G1.1i)c'Tlur
Nomor 111 tahun 2011 tcntang Perpinclahan Pe.l(aWZlI Ncgen Sipil Dari,
Dalam dan Ke lnstansi eli Luar Pemerintah ProV1l1si Daerah I~husl'ls

Ibukota Jakarta, dicabut dan clinyatakan tidak bcrlaku
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Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya. mcmerimahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggaI 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ud.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS lBU!{OTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72168


